





2.1 Penelitian Terdahulu  
Penelitian yang akan dilakukan ini tidak dapat terlepas dari penelitian 
terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Berikut ini 
terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuhan dalam 
penelitian ini, yaitu : 
1. Ni Luh Gede dan I Ketut Budiartha (2016)  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendapatkan bukti empiris 
pengaruh kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan pada perilaku 
kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas 
pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakn, sedangkan variabel dependennya 
adalah perilaku kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan 
survei melalui kuesioner. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
moderation regression analysis (MRA). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni 
Luh Gede dan I Ketut Budiartha (2016) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 
pajak tidak berpengaruh pada perilaku kepatuhan wajib pajak, pengetahuan 
perpajakan berpengaruh pada perilaku kepatuhan wajib pajak, niat wajib pajak 
memperkuat pengaruh kualitas pelayanan pajak pada perilaku kepatuhan wajib 
pajak, serta niat wajib pajak memperlemah pengaruh pengetahuan perpajakan 
pada perilaku kepatuhan wajib pajak (Dicriyani & Ketut, 2016).  
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Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Kesamaan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu 
yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.  
b. Kesamaan dalam menggunakan teknik moderating regression analysis 
(MRA) 
c. Kesamaan dalam penggunakan niat patuh sebagai moderasi. 
Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian 
terdahulu yang terletak pada: 
a. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel independen 
yaitu pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak, sedangkan 
pada penelitian sekarang menggunakan tiga variabel independen yaitu 
pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak serta sanksi pajak. 
b. perbedaan teknik pengambilan sampel, dimana penelitian terdahulu 
menggunakan purposive sampling, sedangkan penelitian sekarang 
menggunakan teknik convenience sampling.  
2. Afifatun Nisa’ (2016)  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi 
perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan 
wajib pajak UMKM di Kota Sumenep. Teknik pengumpulan data menggunakan 
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kuesioner. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifatun Nisa’ (2016) adalah 
pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 
Kabupaten Sumenep (Nisa, 2016).  
Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Kesamaan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu 
yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.  
Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian 
terdahulu yang terletak pada: 
a. Perbedaan tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu di Kabupaten 
Sumenep, sedangkan penelitian sekarang di Kota Surabaya. 
3. Ordening Hia (2019) 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 
perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan 
perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode kuisioner. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ordening Hia 
(2019) adalah pengetahuan perpajakn serta sanksi perpajakan berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Hia, 2019). 
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Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Kesamaan variabel independen yang digunakan pada peneliti terdahulu 
yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.  
Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian 
terdahulu yang terletak pada: 
a. Pada penelitian terdahulu menggunakan dua variabel, sedangkan 
penelitian sekarang menggunakan tiga variabel. 
b. Perbedaan variabel dependen antara penelitian terdahulu dengan penelitian 
sekarang.  
4. Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017) 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 
wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sistem samsat drive thru 
terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di samsat Bantul. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib 
pajak, sanksi pajak dan sistem samsat drive thru ,sedangkan variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak kendaraan bermotor di samsat Bantul. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisioner. Alat analisa yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017) adalah 
kesadaraan wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan wajib pajak 
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dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak 
kendaraan (Wardani & Rumiyatun, 2017). 
Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Terdapat kesamaan dua variabel independen yang digunakan pada peneliti 
terdahulu yaitu variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak.  
Terdapat perbedaan pula antara penelitian sekarang dengan penelitian 
terdahulu yang terletak pada: 
a. Terdapat perbedaan dalam variabel independen yang digunakan peneliti 
terdahulu dengan peneliti sekarang.  
5. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi (2016) 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 
pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi 
perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah kualitas pelayanna pajak, pemeriksaan pajak, pengetahuan 
perpajakan, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah kepatuhan wajib pajak restoran. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode kuesioner. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda. hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Inten 
Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi (2016) adalah kualitas pelayanan pajak, 
pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh 




Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Kesamaan variabel yang ada pada penelitian terdahulu dan penelitian 
seekarang yaitu kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, serta 
sanksi pajak  
Terdapat perbedaan antara penelitian sekaranng dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Perbedaan variabel dependennya, yang mana pada penelitian terdahulu 
menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan, pada 
penelitian sekarang menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib 
pajak UMKM  
b. Pada penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen, 
sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan tiga variabel 
independen.  
6. Titra Ratna Sari dan M Abdul Aris (2015) 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kesadaran wajib 
pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan 
mempuyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan 
perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di 
KPP Pratama Klaten. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. 
Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
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hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Titra Ratna Sari dan M Abdul Aris 
(2015) adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Klaten, sedangkan pengetahuan perpajakan, 
kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Klaten (Sari & Aris, 2015).  
Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 
yang terletak pada: 
a. Terdapat persamaan variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan 
dan sanksi perpajakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian 
sekarang  
Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 
yang terletak pada: 
a. Terdapat empat variabel dependen yang digunakan pada penelitian 
terdahulu, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan tiga 
variabel independen. 
7. Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh 
pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib paajak 
dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan 
variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Alat analisa yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Structual Equation Model (SEM) dengan 
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menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian 
yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) adalah pengetahuan 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religusitas tidak mampu 
memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
religusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018).  
Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 
yang terletak pada: 
a. Terdapat persamaan variabel independen pada penelitian terdahulu dengan 
penelitian sekarang  
Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 
yang terletak pada: 
a. Pada vaariabel moderasi terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu 
dengan penelitian sekarang  
b. Pada penelitian terdahulu menggunakan alat analisa SEM, sedangkan pada 
penelitian sekarang menggunakan alat analisa MRA  
8. Lashuardi Widodo dan Sri Suprapti (2015) 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui otoritas pajak layanan dan 
pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Semarang (WP 
Orang Pribadi). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pelayanan aparat pajak dan pengetahuan wajib pajak, sedangkan variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang 
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(WP Orang Pribadi). Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. 
Alat analisa yang digunakan dalam peneltian ini adalah regresi linier berganda. 
hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lashuardi Widodo dan Sri Suprapti 
(2015) adalah pelayanan aparat pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang (WP Orang Pribadi) (L. 
Widodo & Suprapti, 2017).  
Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Adanya persamaan variabel independen antara penelitian terdahulu dengan 
penelitian sekarang  
Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Terdapat perbedaan pada variabel dependen antara penelitian sekarang 
dengan penelitian terdahulu  
b. Adanya perbedaan lokasi pada penelitian terdahulu dengan penelitian 
sekarang  
9. Yuliana Vera Y Sinaga (2020)  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 
perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku 
UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus, 
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak 
pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Teknik 
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pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Alat analisa yang digunakan 
penelitian ini adalah regresi linier berganda. hasil dari penelitian yang dilakukan 
oleh Yuliana Vera Y Sinaga (2020) adalah pengetahuan perpajakan dan kualitas 
pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
(Sinaga, 2020). 
Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada:  
a. Terdapat persamaan variabel independen antara peneliti terdahulu dengan 
peneliti sekarang. 
b. Terdapat pula kesamaan variabel dependen antara peneliti terdahulu 
dengan penelitian sekarang  
Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel independen, 
sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan tiga variabel.  
10. Saiful Bahri, Yossi Diantimala, M. Shabri (2018) 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 
pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan baik 
secara simultan maupun secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di area 
KPP Pratama Kota Banda Aceh. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi 
perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan 
wajib pajak di area KPP Pratama Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data 
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menggunakan metode kuesioner. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda. hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Saiful 
Bahri, Yossi Diantimala, M. Shabri (2018) adalah kualitas pelayanan pajak dan 
sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi 
pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak di area KPP Pratama Kota Banda Aceh (Bahri et al., 2018).  
 Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada:  
a. Terdapat dua persamaan variabel independen antara peneliti terdahulu 
dengan peneliti sekarang. 
 Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 
yang terletak pada: 
a. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kualitas 
pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi 
perpajakan. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan pengetahuan 
perpajakan, kualitas layanan pajak, serta sanksi perpajakan.  






Tabel 2.1  
MATRIKS PENELITIAN 
No Peneliti  Tahun Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 Xm1 Xm2 
1 Titra Ratna Sari dan M Abdul Aris  2015  B B TB B     
2 Lashuardi Widodo dan Sri Suprapti 2015 B B       
3 Ni Luh Gede dan I Ketut Budiartha 2016 B TB      TM, M 
4 Afifatun Nisa’ 2016 B  B B     
5 Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi  2016 B B  B B    
6 Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun 2017 TB  B TB     
7 Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi  2018 B   TB   M  
8 Saiful Bashri, Yossi Diantimala, M. Shabri 2018         
9 Ordening Hia 2019 B   B     
10 Yuliana Vera Y Sinaga 2020  TB  TB  B   
 
Keterangan :  
X1 : Pengaruh perpajakan  Y : Kepatuhan wajib pajak 
X2 : Kualitas pelayanan pajak  B : Berpengaruh    
X3 : Kesadaran wajib pajak   Z1 : Niat     
X4 : Sanksi pajak    TM : Tidak Memoderasi   
X5 : Pemeriksanaan pajak  Z2 : Religiusitas 
X6 : Pemahaman peraturan pajak   M : Memoderasi 

















2.2 Landasan Teori  
Landasan teori merupakan teori-teori yang dapat mendukung pada 
penelitian ini. Salah satu teori yang mendukung dalam penelitian ini yaitu teori 
atribusi dan theory of planned behavior (TPB).  
2.2.1 Teori Atribusi 
Atribusi adalah keadaan dimana setiap individu mejelaskan penyebab dari 
berbagai kejadian-kejadian dan perilaku individu lain. Atribusi pertama kali 
diutarakan oleh Heider (1958) dan dilanjutkan kembali oleh Jones & Davi (1965), 
Kelley (1967) dan Weiner (1985). Dalam buku Human Resource Management 
Practice oleh Michael Armstrong tahun 2009, Heider (1958) berpendapat bahwa 
dalam kehidupan sehari-hari kita membentuk ide tentang orang lain dan tentang 
situasi sosial. Kita menjelaskan perilaku orang lain dan memprediksikan apa yang 
akan mereka lakukan apabila menghadapi sebuah situasi tertentu.  
Teori atribusi mengasumsikan apa penyebab orang lain berperilaku tersebut. 
Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, 
maka individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut 
disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008). Perilaku yang 
disebabkan secara internal merupakan perilaku yang disebabkan oleh dirinya 
sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang lain, sedangkan perilaku yang 
disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh orang lain 
atau situasi yang membuat individu tersebut berperilaku demikian. Menurut 
Robbins & Judge (2008) terdapat tiga faktor dalam menentukan faktor internal 




1. Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)  
Kekhususan artinya suatu keadaan dimana seseorang mengasumsikan 
perbedaan suatu perilaku orang lain dalam situasi yang berbeda. Atribusi 
eksternal dinilai apabila perilaku seseorang dianggap tidak biasa dan atribusi 
internal dinilai apabila perilaku seseorang dianggap biasa 
2. Konsensus  
Konsensus artinya apabila masyarakat memiliki pandangan yang searah 
dalam merespon suatu perilaku seseorang di dalam situasi yang sama. 
Atribusi eksternal dapat terjadi jika konsensusnya tinggi dan atribusi internal 
terjadi jika konsensusnya rendah.  
3. Konsistensi  
Konsistensi yaitu adanya situasi dimana seseorang menilai suatu perilaku 
individu lain dengan cara memberi penilaian yang sama dari waktu ke waktu. 
Semakin tinggi konsistensi suatu perilaku tersebut maka individu 
menghubungkannya dengan sebab- sebab internal, dan sebaliknya apabila 
semakin rendah konsistensi perilaku tersebut maka individu 
menghubungkannya dengan faktor eksternal.  
Alasan penelitian ini menggunakan teori atribusi, karena adanya hubungan 
yang relevan antara teori atribusi dengan variabel-variabel independen tersebut. 
Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan faktor internal yang 
dimana perilaku tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri dan tidak dipengaruhi 
oleh orang lain sedangkan  kualitas pelayanan pajak merupakan faktor eksternal 




perilaku tersebut disebabkan dari luar atau individu tersebut dipaksa berperilaku 
demikian oleh situasi. 
2.2.2 Theory of Planned Behaviour (TPB) 
Theory of Planned Behavior merupakan salah satu teori yang mempelajari 
tentang perilaku seseorang. Theory of  Planned Behavior (teori perilaku 
terencana) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Theory of 
Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action 
(teori tindakan beralasan), Theory of Reasoned Action memiliki bukti ilmiah 
bahwa niat untuk melaksanakan suatu perbuatan dapat diakibatkan oleh dua faktor 
yaitu sikap (attitude) dan norma subjektif (subjective norm) (Fishbein & Ajzen, 
1977). Kemudian, Ajzen (1991) menyatakan bahwa faktor sentral dalam teori 
perilaku terencana adalah niat oleh individu untuk melakukan perilaku tertentu. 
Sedangkan, niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor penentu yaitu:  
1. Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku 
dan evaluasi atas hasil tersebut.  
2. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain 
seperti keluarga, teman, rekan kerja dan motivasi untuk memenuhi harapan 
tersebut.  
3. Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung 
atau menghambat suatu perilaku yang akan ditunjukkan dan persepsinya 






Alasan penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior, karena adanya 
keterkaitan antara theory of planned behavior dengan niat. Menurut theory of 
planned behavior niat dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yakni behavioral belief, 
normative belief, dan control belief, yang dapat dijelaskan menggunakan theory of 
planned behavior.   
2.2.3 Definisi Pajak 
Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan, dengan 
tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan 
untuk pengeluaran negara dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. 
Pajak merupakan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada 
masyarakat sebagai salah satu pemasukan yang nantinya akan digunakan untuk 
pembiayaan pengeluaran negara. Pajak memiliki sifat memaksa, apabila warga 
negara telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, maka warga negara tersebut 
dipaksa oleh regulasi yang berlaku untuk melakukan kewajiban pajaknya. 
Kewajiban pajaknya sendiri meliputi menghitung pajak, membayar pajak sampai 
dengan melaporkan pajaknya sendiri.  
Pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Mardiasmo (2016:7) fungsi pajak dibagi 
menjadi dua yaitu: 
1. Fungsi budgetair 






2. Fungsi regulerend (mengatur)  
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam 
bidang sosial dan ekonomi.  
Pajak juga memiliki berbagai macam kelompok, hal ini telah dijelaskan pada 
buku Mardiasmo (2016:7), yaitu:  
1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:  
a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh seorang 
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan 
b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada 
orang lain. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
2. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 
a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subjeknya, dalam arti 
memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan  
b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 







3. Menurut lembaga pemungutannya 
a. Pajak Pusat (Pajak Negara), merupakan pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada tangan pemerintah pusat dan akan digunakan 
membiayai rumah tangga negara.  
b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 
pemerintah daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan 
rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.  
Pajak daerah terdiri atas: 
1) Pajak Propinsi, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor.   
2) Pajak Kabupaten / Kota, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan 
Pajak Hiburan.  
2.2.4 Pengetahuan Perpajakan  
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu 
yang diketahui atau dipahami. Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka 
pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang dimengerti mengenai 
ketentuan umum perpajakan. Misalnya pengetahuan mengenai fungsi dan peran 
pajak, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata 
cara menghitung pajak beserta tata cara melaporkan pajaknya, dan pengetahuan 
mengenai sanksi perpajakan.  
Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem perpajakan, salah satunya yaitu Self 
Assessment System. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan 




menyetor dan melaporkan pajaknya yang sesuai dengan ketentuan. Hal itu berarti 
wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakannya. 
Menurut Notoatmodjo (2003:37), terdapat dua faktor yang dapat 
mempengaruhi pengetahuan perpajakan yaitu: 
1. Faktor Internal  
a. Pendidikan  
b. Minat  
c. Pengalaman  
d. Usia 
2. Faktor Eksternal 
a. Ekonomi  
b. Informasi 
c. Kebudayaan atau Lingkungan  
2.2.5 Kualitas Pelayanan Pajak  
Menurut Pasuraman (dalam Lupiyoadi & Hamdani, 2008:180) kualitas 
pelayanan adalah ukuran penilaian secara keseluruhan atas tingkat suatu 
pelayanan yang baik, kualitas pelayanan sebagai hasil presepsi dari perbandingan 
harapan pelanggan dengan kinerja pelayanan yang sebenarnya. Kualitas pelayanan 
yang dirasakan oleh setiap orang tentu akan berbeda-beda hasilnya tergantung dari 
bagaimana perasaan orang tersebut dalam merasakan pelayanan yang telah 
diberikan oleh petugas. Jika kualitas pelayanan dikaitkan dengan pajak, maka 
kualitas pelayanan pajak merupakan pelayanan yang diberikan petugas pajak 




petugas pajak memberikan pelayanan pajak yang baik, maka akan ada 
kemungkinan bahwa wajib pajak akan merasakan kepuasan atas kualitas 
pelayanan pajak. Hal tersebut dapat membuat wajib pajak selalu patuh dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya.  
Menurut Keputusan Menpan Nomor 06/1995 tentang pedoman 
penganugerahan piala abdisatyabati kantor pelayanan percontohan, mengatur 
mengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik yaitu: 
1. Kesederhanaan  
Dalam kriteria ini tatacara pelayanan dilakukan secara mudah, lancar, cepat, 
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 
pelayanan. 
2. Kejelasan dan Kepastian  
Dalam kriteria ini memiliki arti bahwa adanya kejelasan dan kepastian 
mengenai tatacara pelayanan, persyaratan pelayanan, pejabat yang 
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, biaya pelayanan yang jelas. 
3. Keamanan  
Dalam kriteria ini memiliki arti bahwa hasil dari pelayanan dapat memberikan 
rasa aman dan kenyamanan.  
4. Keterbukaan  
Dalam kriteria ini tatacara, persyaratan, petugas pelayanna, biaya, atau apapun 
yang berikaitan dengan pelayanan harus diberikan dan diinformasikan dengan 





5. Efisien  
Dalam kriteria ini, persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang 
berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang 
diberikan.  
6. Ekonomis  
Dalam kriteria ini, jasa pelayanan masyarakat tidak menuntut biaya yang 
terlalu tinggi, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar. 
Standar dalam penentuan biaya pun harus sesuai dengan peraturan 
perundangundangan yang berlaku.  
7. Keadilan dan Merata  
Dalam kriteria ini, pelayanan harus di distribusikan dengan rata dan selalu 
dilakukan secara adil untuk masyarakat.  
8. Ketepatan Waktu  
Pelaksanaan pelayanan masyarakat harus segera terselesaikan sampai jangka 
waktu telah ditentukan. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh 
pegawai pajak sangat berpengaruh terhadap sikap dari wajib pajak dalam 
membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan berkualitasnya pelayanan yang 
diberikan oleh petugas pajak, hal ini dapat memberikan kepuasan bagi wajib 
pajak, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk 




tersebut dapat dikatakan jika kualitas pelayanan dapat berpengaruh dalam 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.  
2.2.6 Sanksi Pajak 
Sanksi pajak merupakan hukuman yang ditujukan kepada seseorang yang 
melanggar peraturan, sehingga sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai 
hukuman negatif kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya 
sesuai dengan peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu 
bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan 
apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sesuai dengan undang-undang perpajakan 
terdapat dua jenis sanksi, yaitu: 
1. Sanksi administrasi 
Sanksi administrasi merupakan sanksi yang harus membayar kerugian 
terhadap negara. Sanksi administrasi ini dikhususkan untuk wajib pajak yang 
hanya melanggar administrasi perpajakan saja, yang berarti tidak mengarah 
kepada tindakan pidana perpajakan.  Sanksi administrasi itu sendiri dibagi 
menjadi 3 jenis yaitu:  
a. Sanksi pajak berupa denda merupakan pelanggaran kepada wajib pajak 
yang berhubungan dengan kewajiban dalam pelaporan. Misalnya 
menyampaikan SPT Masa PPN tidak tepat waktu dan dikenakan denda 
senilai Rp 500.000. 
b. Sanksi pajak berupa bunga merupakan pelanggaran yang ditujukan kepada 




membayar pajak masa tahunan tidak tepat waktu maka terdapat sanksi 
berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.  
c. Sanksi pajak berupa kenaikan merupakan pelanggaran yang ditujukan 
kepada wajib pajak yang berhubungan dengan kewajiban yang telah diatur 
di dalam material. Sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus 
dibayar oleh wajib pajak. Misalnya miminimalkan pendapatan pada SPT 
setelah lebih dari 2 tahun dan sebelum terbitnya SKP maka adanya sanksi 
kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar.  
2. Sanksi pidana  
Sanksi pidana merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah agar norma 
perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul akibat dari 
tindakan pidana pelanggaran yang mana tindak pidana yang mengandung unsur 
ketidaksengajaan atau adanya unsur kesengajaan. Sanksi pidana dibagi menjadi 3 
jenis yaitu:  
a. Denda pidana merupakan sanksi yang melanggar norma dan ditujukan 
kepada wajib pajak dan kepada pejabat atau pihak ketiga. Denda pidana ini 
dikenakan pada tindak pidana pelanggaran maupun bersifat kejahatan. 
b. Pidana kurungan merupakan pelanggaran yang melanggar norma dan 
ditujukan kepada pelanggaran wajib pajak dan pihak ketiga. 
c. Pidana penjara merupakan hukuman yang masuk dalam kategori 
perampasan kemerdekaan. Sanksi ini tidak ditujukan kepada pihak ketiga, 





2.2.7 Niat  
Kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dalam aspek psikologi. Terdapat 
hubungan antara petugas pajak dengan wajib pajak, yang mana suatu keberhasilan 
atau kegagalan di dalam kepatuhan pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak 
dan petugas pajak tersebut saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi 
komitmen (Feld & Frey, 2002). Menurut Theory of Planned Behavior (Ajzen, 
1991), perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya, itu diakibatkan karena suatu niat atau keinginan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.  
Niat merupakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut 
Theory of Reasoned Action (TRA), niat seseorang dalam berperilaku dapat dilihat 
dari sikapnya terhadap perilaku tersebut dan juga dari bagaimana cara dia berfikir 
bahwa orang lain akan menilainya apabila dia melakukan suatu perilaku tersebut. 
Hal ini disebut dengan sikap dan norma subjektif. Niat yang dimaksud dalam 
penelitian ini yaitu niat patuh atu tidaknya wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya. 
2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana individu tersebut 
melaksanakan ataupun memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib 
pajak (Nurmantu, 2005). Adanya dua faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib 
pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor 
yang disebabkan oleh wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan 




perpajakannya, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan 
dari luar diri wajib pajak seperti lingkungan sekitar wajib pajak itu sendiri. 
Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:  
1. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat 
memenuhi dan melaksanakan kewajibannya yang telah di tentukan dalam 
peraturan perpajakan. Misalnya tepat waktu dalam penyampaian SPT  
2. Kepatuhan material merupakan keadaan dimana wajib pajak secara substantif 
memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan undang-undang 
pajak kepatuhan material. Misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan tepat 
dan benar. 
Terdapat beberapa kriteria di dalam kepatuhan wajib pajak (Menteri 
Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012), yaitu: 
1. Menyampaikan SPT secara tepat waktu  
2. Semua jenis pajaknya lunas, yang mana tidak memiliki tunggakan pajak 
apapun kecuali mendapatkan izin untuk menunda pembayaran pajak atau 
mengangsur pajak 
3. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau dengan lembaga 
pengawasan keuangan pemerintahan dengan pendapat yaitu wajar tanpa 
pengecualian selama tiga tahun berturut-turut 
4. Tidak pernah melakukan tindakan pidana di dalam bidang perpajakan 
2.3 Hubungan Antar Variabel  
Berikut penjelasan mengenai hubungan variabel indepeenden terhadap 




2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan salah satu 
faktor internal dimana pengetahuan perpajakan berada di bawah kendali wajib 
pajak itu sendiri. Apabila seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan 
yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak dapat terjadi. Namun, sebaliknya apabila 
wajib pajak memiliki sedikit pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak 
tidak dapat tercipta. Menurut Carolina (2009:7), pengetahuan perpajakan adalah 
informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak dalam bertindak, mengambil 
suatu keputusan, dan strategi untuk hak dan kewajiban dalam perpajakan. Dapat 
dikatakan bahwa pengetahuan mempunyai peran yang sangat penting bagi wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki 
pengetahuan perpajakan yang luas maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar dan memenuhi kewajiban pajaknya. Dan 
sebaliknya, jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah maka 
hal ini akan menimbulkan sedikitnya wajib pajak yang patuh dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya.  
Penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2016) dan Hia (2019)menunjukkan 
bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Sama dengan  penelitian yang dilakukan oleh Sucandra & 
Supadmi (2016) dan Sari & Aris (2015) menunjukkan bahwa variabel 
pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang seignifikan terhadap kepatuhan 




(2017) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.   
2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan pajak  merupakan salah satu 
faktor eksternal dimana faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan dari 
luar diri wajib pajak tersebut. Apabila seorang wajib pajak mendapatkan 
pelayanan yang sesuai dan wajib pajak tersebut memiliki perasaan senang dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan 
pajak mereka sangat baik. Namun, apabila seorang wajib pajak tidak merasa 
senang ketika memenuhi kewajiban pajaknya maka dapat dikatakan bahwa 
kualitas pelayanan pajak mereka tidak baik atau buruk. Semakin kualitas 
pelayanan pajak sesuai dan baik akan memberikan efek dorongan atau motivasi 
terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak tersebut. Menurut Suparmi (dalam Nugroho, 2012:27), 
pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan 
bagi pelanggannya dan tetap memenuhi standar pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan terus dilakukan secara terus-menerus. Maka dapat 
dikatakan bahwa pelayanan yang berkualitas dapat mendorong wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya. Jika petugas pajak melayani wajib pajak dengan 
sopan santun, ramah, dan memberikan fasilitas yang lengkap dan masih memadai, 
maka wajib pajak akan merasakan kepuasan tersendiri dan hal tersebut dapat 




Penelitian yang dilakukan oleh Sucandra & Supadmi (2016) dan Sari & Aris 
(2015) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan  penelitian yang 
dilakukan oleh Sinaga (2020) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 
pajak memiliki pengaruh yang seignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Namun, penelitian yang dilakukan oleh Bahri et al. (2018) menunjukkan bahwa 
variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak.   
2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan salah satu faktor internal 
dimana faktor internal merupakan faktor yang disebabkan dari dalam diri wajib 
pajak tersebut. Sanksi pajak dapat terjadi karena adanya kewajiban pajak yang 
masih belum terpenuhi. Sanksi pajak diciptakan untuk membuat wajib pajak jera 
untuk melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pajak terjadi karena banyak wajib 
pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan lebih 
berhati-hati dan patuh terhadap pajak. Sanksi pajak sendiri dibagi menjadi dua 
yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, semakin besar kesalahan yang 
dilakukan oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula sanksi yang akan 
diterima oleh wajib pajak itu sendiri.  
Penelitian yang dilakukan oleh Sucandra & Supadmi (2016) dan Sari & Aris 
(2015) menunjukkan bahwa variabel sanski pajak berpengaruh secara signifikan 




Sinaga (2020) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang 
seignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan 
oleh Bahri et al. (2018) menunjukkan bahwa variabel sanski pajak tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.   
2.3.4 Niat Patuh Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan  theory of planned behaviour, niat dipengaruhi oleh tiga faktor 
yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Pengetahuan 
perpajakan sesuai dengan behavioral beliefs dimana perilaku seseorang dapat 
dipengaruhi oleh hasil perilaku tersebut. Apabila seorang wajib pajak memiliki 
pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak tersebut akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak mereka.  Niat dapat didefinisikan sebagai keinginan yang 
muncul dalam diri seseorang untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap 
kewajiban pajaknya. Suatu UMKM diharuskan mendaftarkan diri untuk menjadi 
wajib pajak, yang mana untuk menjadi wajib pajak yang patuh bisa terjadi tanpa 
harus mempunyai niat terlebih dahulu. Namun, jika wajib pajak untuk menjadi 
wajib pajak yang patuh dapat terjadi karena mempunyai suatu niatan, maka hal 
tersebut dapat memoderasi pengetahuan perpajakan. 
2.3.5 Niat Patuh Memoderasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan  theory of planned behaviour, niat dipengaruhi oleh tiga faktor 
yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Kualitas pelayanan 




oleh motivasi dari orang lain. Apabila petugas pajak dalam memberikan 
pelayananya sesuai dengan harapan wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Menurut Jatmiko (2006), 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada 
bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib 
pajaknya. Menurut Pranadata & Putu (2014), kualitas pelayanan pajak merupakan 
salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya dan mengharapkan petugas pelayanan pajak melayani 
segala hal yang berhubungan dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Wajib 
pajak akan taat terhadap kewajiban perpajakannya apabila petugas pajak melayani 
wajib pajak dengan baik dan akan timbul perasaan senang dari wajib pajak, 
sehingga wajib pajak akan senang dalam memenuhi kewajibannya dan akan terus 
patuh dalam meningkatkan kewajiban pajaknya.  
2.3.6 Niat Patuh Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak  
Berdasarkan  theory of planned behaviour, niat dipengaruhi oleh tiga faktor 
yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Sanksi pajak 
sesuai dengan control beliefs dimana perilaku seseorang dapat dipengaruhi 
beberapa hal yang dapat mendukung atau dapat menghambat perilaku tersebut. 
Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami sanksi pajak maka wajib 
pajak akan merasa takut dengan sanksi-sanksi tersebut dan akan mematuhi 
peraturan perpajakan dan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 




perundang-undangan perpajakan yang ditaati wajib pajak untuk tidak melanggar 
peraturan perpajakan. Sanksi pajak dapat terjadi jika wajib pajak melanggar 
peraturan perpajakan, sehingga jika terjadi suatu pelanggaran maka wajib pajak 
akan menerima hukuman yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan 
perpajakan. Sanksi ini digunakan dengan tujuan untuk mendidik dan membuat 
jera wajib pajak. Apabila wajib pajak menyadari akan adanya sanksi yang dapat 
merugikan diri wajib pajak itu sendiri, maka kemungkinan wajib pajak akan patuh 
terhadap memenuhi kewajiban pajaknya. 
2.4 Kerangka Pemikiran  
Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pengetahuan 
perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak umkm di kota Surabaya. 













2.5 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan, maka dapat 
ditarik hipotesis sebagai berikut: 
H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak  
H2: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
H3: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
H4: Niat mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap wajib 
pajak 
H5: Niat mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap wajib 
pajak 
H6: Niat mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
 
